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Tesisini membahas mengena penerapan dari Resolusi Dewan Keamanan PBB, kemudian dikaitkan dengan
apabilaterjadi pelanggaran terhadap Resolusi tersebut. Setelah itu dilihat mengenal tindaklanjut yang
dilakukan oleh Dewan Keamanan terkait pelanggaran tersebut, akankah Negara yang melanggar Resolusi
Dewan Keamanan tersebut diberikan sanks atau tidak. Dimulai dengan mempertanyakan teori hukum yang
mengatur mengenai kekuatan mengikat Resolusi Dewan Keamanan dan sanksi bagi pelanggaran
terhadapnya. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai proses pembuatan Resolusi Dewan Keamanan yang
Resolusi yang dihasilkan. Kemudian pembahasan praktek yang telah terjadi mengenai pemberian sanksi
oleh Dewan Keamanan terhadap Negara yang melanggar Resolusinya. Penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan desain deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan teori-teori yang mendukung bahwa Resolusi Dewan Keamanan
mengikat secara hukum kepada anggota-anggota PBB. Oleh sebab itu pelanggaran terhadap Resolusi Dewan
Keamanan haruslah dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 34, 39, 41, dan 42 Piagam PBB. Akan tetapi pada
prakteknya Negara-negara tidak bisa serta merta menerapkan Resolusi Dewan Keamanan PBB secara
langsung ke dalam hukum nasionalnya. Seperti halnya Negara Indonesia yang tidak secara ekplisit mengatur
ketentuan penerapan hukum internasional ke dalam hukum nasional dalam konstitusinya, meskipun dalam
prakteknya penerapan hukum internasioanal tersebut sangat dipengaruhi oleh kepentingan nasionalnya.

This thesis discusses the application of UN Security Council Resolutions, then isrelated to if thereisa
violation of the Resolution. After it was seen regarding the follow-up carried out by the Security Council
regarding the violation, would the State violating the Security Council Resolution be sanctioned or not. It
starts with questioning the legal theory that regulates the power of binding Security Council Resolutions and
sanctions for violations against them. Followed by a discussion about the process of making the Security
Council Resolution which Resolution was produced. Then discuss the practices that have occurred regarding
the provision of sanctions by the Security Council against States that violate their Resolutions. This research
isaqualitative research with descriptive design.

The results of this study are found theories that support that Security Council Resolutions are legally binding
on UN members. Therefore violations of the Security Council Resolution must be subject to sanctionsin
accordance with articles 34, 39, 41 and 42 of the United Nations Charter. However, in practice countries
cannot immediately apply the UN Security Council Resolution directly into their national law. Just as the
Indonesian state does not explicitly regulate the provisions of the application of international law into
national law in its constitution, although in practice the application of international law is strongly
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influenced by its national interests.



